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kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…      :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…)    : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: ASWANTO 
 

Sidang untuk pengucapan putusan … Ketetapan dan Putusan 
Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022, 46/PUU-XX/2022, 55/PUU-XX/2022, 
31/PUU-XX/2022, 39/PUU-XX/2022, 40/PUU-XX/2022, 47/PUU-XX/2022, 
48/PUU-XX/2022, 53/PUU-XX/2022, 54/PUU-XX/2022, 41/PUU-XX/2022, 
42/PUU-XX/2022, 50/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk 
umum. 

 
 
 
 

Sesuai dengan laporan Panitera, Para Pihak sudah dicek 
kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022, 47/PUU-
XX/2022, dan 48/PUU-XX/2022 yang tidak hadir. DPR, Presiden hadir.  

Kita mulai dari ketetapan. 
 

KETETAPAN 
Nomor 45/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:   

Menimbang:  
a. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) 

telah menerima permohonan bertanggal 14[sic!] Maret 2022, 
diajukan oleh Robert Mandala Yasin, berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus bertanggal 10 Maret 2022 memberi kuasa 
kepada Ricky Kurnia Margono, dan kawan-kawan, 
seluruhnya adalah Advokat dan Calon Advokat pada Firma 
Hukum Margono – Surya & Partners, yang beralamat                
di Intermark Superblock, Associate Tower, Lantai 10, Unit 10 
G, Jalan Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 
– 15310, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 
Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, bertanggal 
30 Maret 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 April 2022 
dengan Nomor 45/PUU-XX/2022, perihal Permohonan 
Pengujian Pasal 37 ayat [Sic!] (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan 
seterusnya dianggap dibacakan), terhadap Permohonan 
Nomor 45/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah 
menerbitkan: 

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi                                  
Nomor 45.45/PUU/TAP.MK/Panel/04/2022 tentang 
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara 
Nomor 45/PUU-XX/2022, bertanggal 1 April 2022; 

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi 
Nomor 45.45/PUU/TAP.MK/HS/4/2022 
tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk 
memeriksa Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022, 
bertanggal 1 April 2022; 

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang 
Pendahuluan pada 13 April 2022 untuk mendengarkan 
permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 
UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Panel Hakim telah 
memberikan nasihat terhadap permohonan a quo; 

d. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari 
Pemohon Nomor 027/MSP/V/2022, bertanggal 9 Mei 2022, 
perihal Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Perkara 
PUU Nomor 45/PUU-XX/2022, yang diterima oleh Mahkamah 
pada 9 Mei 2022, pukul 19.58 WIB; 

e. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan perbaikan 
permohonan Pemohon terhadap … diulangi … bahwa 
Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan perbaikan 
permohonan Pemohon terhadap permohonan a quo pada 10 
Mei 2022. Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah 
melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan 
surat pencabutan atau penarikan perkara a quo, Pemohon 
melalui kuasanya membenarkan telah mengajukan 
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pencabutan terhadap Permohonan a quo;  
f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon 

tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon 
dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama 
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 
ayat (2) UU MK menyatakan bahwa “penarikan kembali 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan 
kembali”; 

g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 11 Mei 
2022 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan 
kembali permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022 adalah 
beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo; 

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf g di atas, 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk 
mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik                 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon. 

Mengingat :   
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap 
dibacakan); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap 
dibacakan). 

MENETAPKAN: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 mengenai 

Permohonan Pengujian Pasal 37 angka 5 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 
perubahan atas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5432) terhadap Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik 
kembali; 

3. Menyatakan  Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  
permohonan  a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk 
mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 
45/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas 
permohonan kepada Pemohon. 

 
 

 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang 

dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin 
Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny 
Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 
Rabu tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua 
ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 09.27 WIB, oleh delapan 
Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas kecuali Anwar Usman, 
dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta 
dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya, 
KETETAPAN 

Nomor 46/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sebagai berikut:   

Menimbang :  
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan 

bertanggal 23 Maret 2022, yang diajukan oleh Moch. Ojat 
Sudrajat S., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 24 Maret 2022 berdasarkan  Akta  Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2022, 
bertanggal 30 Maret 2022 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 April 
2022 dengan Nomor 46/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian 

KETUK PALU 1X 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 
selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 
46/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah 
menerbitkan: 
3) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi                                    

Nomor 46.46/PUU/TAP.MK/Panel/04/2022 tentang 
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022, bertanggal 1 April 2022; 

4) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46.46/PUU/TAP.MK/HS/4/2022 tentang 
Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022, bertanggal 1 April 2022; 

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah 
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan 
a quo melalui Sidang Panel pada 14 April 2022 dan sesuai 
dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel 
Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk 
memperbaiki permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022, tanggal 14 April 2022]; 

d. bahwa Mahkamah telah mengagendakan dan melaksanakan 
Sidang Pemeriksaan dengan acara menerima Perbaikan 
Permohonan Pemohon pada 11 Mei 2022, namun sebelum 
sidang berlangsung Kepaniteraan Mahkamah menerima Surat 
Pemohon Nomor 050/PRI-MK/V/2022, bertanggal          9 Mei 
2022 tentang Permohonan Penundaan/Penjadwalan Ulang 
Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022; 

e. bahwa terhadap permohonan penundaan persidangan      
yang diajukan Pemohon, Mahkamah melalui Rapat 
Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 12 Mei 2022 
mengabulkan permohonan penundaan persidangan yang 
diajukan Pemohon. Kemudian dalam RPH dimaksud 
Mahkamah memerintahkan Kepaniteraan untuk 
menjadwalkan kembali persidangan dengan agenda 
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menerima perbaikan permohonan Pemohon, yang 
diagendakan pada 23 Mei 2022; 

f. bahwa pada 20 Mei 2022 Mahkamah menerima Surat 
Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 perihal Permohonan 
Pencabutan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022, bertanggal 20 
Mei 2022; 

g. bahwa pada 23 Mei 2022 Mahkamah tetap melaksanakan 
sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan 
Pemohon dan dalam persidangan tersebut Pemohon 
menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya 
sebagaimana surat Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 yang 
sebelumnya telah disampaikan kepada Kepaniteraan 
Mahkamah; 

h. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon 
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon 
dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama 
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 
ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan 
kembali; 

i. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf h di atas, RPH pada 23 Mei 2022 telah menetapkan 
bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan 
Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut 
hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo;  

j. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di 
atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah 
Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon; 

Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran 
Negara dianggap dibacakan); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran 
Negara dianggap dibacakan); 

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
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Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 
MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 mengenai 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan  Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  
permohonan  a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk 
mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 
46/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas 
permohonan kepada Pemohon. 
 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang 

dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan 
Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 
Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, 
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 09.37 WIB, 
oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief 
Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, 
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. 

Baik, selanjutnya. 
KETETAPAN 

NOMOR 55/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir 

menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

KETUK PALU 1X 
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut. 

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, 
bertanggal 2 Maret … 29 Maret 2022, dari Perkumpulan 
Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat 
Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni 
(selaku Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 
Perkumpulan Maha Bidik Indonesia), yang diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2022 
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan 
Nomor 55/PUU-XX/2022 pada 18 April 2022, perihal 
permohonan pengujian Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 [Sic!] tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan, 
selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah Konstitusi telah 
menerbitkan. 

1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 55.55/PUU/ 
TAP.MK/Panel/04/2022 tentang Pembentukan Panel 
Hakim Konstitusi Untuk Memeriksa Permohonan Perkara 
Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 18 April 2022; 

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.55/ 
PUU/TAP.MK/HS/04/2022 tentang Penetapan Hari 
Sidang Pertama Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
bertanggal 18 April 2022; 

3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 
55.1.55/ PUU/TAP.MK/HS/05/2022 tentang Penetapan 
Hari Sidang Pertama Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
bertanggal 9 Mei 2022; 

c.   Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU MK Mahkamah 
telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan 
Pendahuluan pada tanggal 10 Mei 2022, namun Pemohon 
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mengirimkan surat permohonan penundaan sidang bertanggal 
09 Mei 2022, berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah 
menunda persidangan perkara a quo dan kemudian 
Mahkamah menjadwalkan kembali Sidang Panel Pemeriksaan 
Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2022 
yang dihadiri oleh kuasa hukumnya, Faturohman, S.H., M.H. 
(vide surat kuasa bertanggal 18 Mei 2022). Terhadap 
permohonan a quo melalui Sidang Panel … Terhadap 
permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 19 Mei 2022 
dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, 
Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon 
untuk memperbaiki permohonannya [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, tanggal 19 Mei 2022];  

d.  Bahwa dalam tenggang waktu perbaikan permohonan  yang 
diberikan oleh Mahkamah, Pemohon justru menyampaikan 
surat kepada Mahkamah bertanggal 20 Mei 2022, perihal 
Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 71 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perkara Nomor 
55/PUU-XX/2022); 

e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon 
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon 
dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama 
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 
ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan 
kembali; 

f.   Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 23 Mei 
2022 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali 
permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 adalah beralasan 
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan 
kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat 
Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera 
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada 
Pemohon; 

Mengingat :  
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara, Tambahan 
Lembaran Negara, dianggap dibacakan). 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran 
Negara, dianggap dibacakan). 

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang. 

MENETAPKAN: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 mengenai pengujian 

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik 
kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a 
quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 
penarikan kembali permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 
 
 
 

 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief 
Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. 
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua 
puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 09.46 WIB, oleh delapan Hakim 
Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 
Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, 

KETUK PALU 1X 
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Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai 
Anggota, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta 
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 

Bismilahhirrahmanirrahim. 
PUTUSAN 

Nomor 2/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Hardizal, S.Sos., M.H. 
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 
Desember 2021, memberi kuasa kepada Harli, S.H, M.T, M.A., 
dan kawan-kawan, advokat yang tergabung pada Kantor Hukum 
“Highlegal Law Firm”, beralamat di Griya Lima Nomor 5f, Jalan 
SD Muhammadiyah, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota 
Depok, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama 
pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon; 

 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
  Mendengar keterangan Pemohon; 

Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
 Dan selanjutnya dianggap dibacakan. 

 
2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1] Dianggap dibacakan.  
[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum Pemohon 

Dianggap dibacakan. 
[3.3]   Dianggap dibacakan.  
[3.4]  Dianggap dibacakan.  
[3.5] Dianggap dibacakan.  

  Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 
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[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

Pokok Permohonan 
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “serta perbuatan 

melanggar kesusilaan lainnya” yang terdapat dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, bertentangan dengan Pasal 
18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I 
ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya, 
apabila dirumuskan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut (dalil 
atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian 
Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan. 
5. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan 
permohonan a quo dengan petitum yang bersifat alternatif, 
yaitu: 
a. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 

10/2016 sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak berkekuatan hukum mengikat, atau 

b. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan 
psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang 
tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan 
narapidana psikotropika yang telah selesai 
menjalani pidana penjara dan pidana denda 
serta telah jeda lima tahun sejak putusan 
hakim berkekuatan hukum tetap”. 

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda 
bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 yang telah disahkan dalam 
persidangan Mahkamah; 

[3.9]  Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang 
dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat 
tidak terdapat relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54            UU MK. 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu 
memeriksa apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan 
pengujian ke Mahkamah, karena sebelumnya Mahkamah sudah 
pernah memutus pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
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10/2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-
XVI/2018, yaitu tanggal 18 Desember 2019. Namun, permohonan 
Nomor 99/PUU-XVI/2018 mempersoalkan khusus frasa “pemakai 
narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
sedangkan permohonan Pemohon a quo mempersoalkan frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Meskipun terdapat 
keterkaitan isu konstitusional antara permohonan Nomor 99/PUU-
XVI/2018 dengan permohonan Pemohon a quo, namun isu 
konstitusional yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo 
berbeda dan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018, sehingga 
menurut Mahkamah pengujian norma yang mempersoalkan frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan Pemohon  
a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamah. 

[3.11]  Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, 
persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh 
Mahkamah adalah apakah frasa   “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 menyebabkan mantan narapidana yang telah menjalani 
masa pidananya menjadi terhalangi hak konstitusionalnya untuk 
dipilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil 
walikota, dan bupati/wakil bupati) sehingga harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.11.1] Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis atau 

negara demokrasi yang berdasarkan hukum 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan 
ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan 
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. Jika kedaulatan 
berada di tangan rakyat maka tujuan dari kekuasaan 
tersebut adalah demi kepentingan rakyat.             Di 
sinilah paham negara hukum tidak dapat dipisahkan 
dari paham kerakyatan, hukum akan mengatur dan 
membatasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan atau 
pemerintah membuat hukum berdasarkan kehendak 
rakyat.  

 Bahwa untuk mewujudkan negara demokrasi 
yang berdasar pada hukum maka penyelenggaraan 
pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang demokratis yang 
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bersifat bebas, jujur, dan adil menjadi sebuah 
konsekuensi logis. Salah satu wujud dan mekanisme 
demokrasi di daerah adalah dengan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. Pembentuk undang-undang melalui 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
(Perppu 1/2014), telah memilih sistem pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung 
(direct popular vote), pilihan ini diambil untuk 
menghormati kedaulatan rakyat serta demokrasi dari 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (vide Konsideran 
Menimbang huruf a Perppu 1/2014 sebagaimana telah 
disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU 
1/2015). Oleh karena itu, dengan sistem pemilihan 
secara langsung maka keterlibatan warga negara yang 
telah memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih 
dalam proses pemilihan menjadi sangat terbuka. 

 Bahwa meskipun hak untuk memilih dan 
dipilih adalah hak konstitusional, namun negara dapat 
melakukan pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945). Pembatasan-pembatasan terhadap hak 
pilih juga dikenal dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil 
dan Politik yang menyatakan bahwa setiap warga 
negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa 
pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
tanpa pembatasan yang tidak wajar, salah satunya 
untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. 
Untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas bukan 
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hanya ditentukan dari penyelenggaraan yang 
berkualitas, namun juga calon yang akan dipilih 
menjadi pemimpin juga harus berkualitas. Salah satu 
cara menjaga kualitas dari pemilihan adalah dengan 
memberikan batasan-batasan sehingga yang akan 
menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah adalah calon-calon berintegritas.  

 Bahwa baik dalam konteks hak untuk dipilih 
maupun  hak untuk memilih, negara memberi batasan 
siapa saja yang dapat dikategorikan memenuhi syarat 
sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. 
Dalam hal pembatasan hak konstitusional demikian 
bukan berarti hak konstitusional pemilih dan calon 
yang dipilih menjadi terlanggar. Pembatasan tetap 
perlu ada untuk membuat sistem pemilihan yang 
tertib dan akan menghasilkan pemerintahan yang 
dipimpin oleh calon terbaik yang dipilih oleh rakyatnya 
yang kemudian akan memberikan pelayanan kepada 
masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakatnya. Oleh karena itulah pemilih yang akan 
memiliki hak pilih juga dibatasi dengan persyaratan 
yaitu pemilih yang dapat mempertanggungjawabkan 
pilihannya, yang dalam sistem pemilihan 
dipersyaratkan pemilih adalah penduduk yang berusia 
paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin 
(vide Pasal 1 angka 6 UU 1/2015). Pemilih juga 
disyaratkan harus terdaftar dalam daftar pemilih atau 
merupakan penduduk setempat yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk. Demikian juga untuk 
orang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, terdapat syarat yang 
ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya 
yaitu syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela 
yang menjadi pokok permohonan Pemohon. 
Persyaratan calon dalam Pasal 7 UU 10/2016 secara 
kumulatif ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) syarat, 
kesemuanya bertujuan untuk menjadi penyaring awal 
untuk mendapatkan calon terbaik yang setelah 
memenuhi persyaratan akan dipilih oleh masyarakat 
untuk menjadi pemimpin daerah. 

 
3. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

[3.11.2] Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon 
harus dipandang bukan hanya dilihat dari sisi 
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perorangan bakal calon yang hendak mencalonkan diri, 
namun juga dari sisi persepsi masyarakat daerah yang 
sedang mencari pemimpin daerahnya, di mana dengan 
sistem pemilihan langsung masyarakatlah yang secara 
langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi 
sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh 
karenanya keduapuluh persyaratan yang dipersyaratkan 
oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang 
dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas 
untuk dipilih oleh pemilih. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah persyaratan calon diperlukan dalam sistem 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi 
mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi 
yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak 
tetapi yang memiliki esensi pada tujuan luhur untuk 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin 
oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang 
dihasilkan dari proses pemilihan yang melibatkan rakyat 
yang dipimpinnya; 

 Bahwa meskipun Mahkamah menganggap persyaratan 
bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
adalah hal yang penting untuk menjadi seleksi awal, 
namun Mahkamah juga pernah memutus dalam 
putusannya bahwa syarat yang ditentukan UU tidak 
konstitusional dan harus diberikan pemaknaan. 
Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 yang memutus 
bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang 
diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah 
inkonstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat 
sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik 
yang dipilih (elected official); (ii) berlaku terbatas 
jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak 
terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) 
dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara 
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan 
sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Sejak Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 a quo 
Mahkamah juga memaknai syarat tidak pernah dipidana 
ini beberapa kali dalam putusannya terakhir dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 yaitu calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah harus 
memenuhi syarat (i) tidak pernah sebagai terpidana 
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana 
yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak 
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif 
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik 
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) 
bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai 
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan 
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang-ulang; 

[3.11.3] Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan 
SKCK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 
i UU 10/2016, meskipun Mahkamah pernah 
mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 sebagaimana 
disebutkan pada Paragraf [3.10] di atas, namun 
Mahkamah hanya mempertimbangkan frasa “pemakai 
narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016, di mana terhadap frasa “pemakai narkotika” 
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
Mahkamah menyatakan sebagai norma yang 
konstitusional, namun dalam pertimbangan hukumnya 
memberikan makna bahwa sifat tercela menjadi tidak 
tepat jika dilekatkan kepada: 
a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan 

yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang 
merawat pemakai yang bersangkutan; atau  

b. mantan pemakai narkotika yang karena 
kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah 
selesai menjalani proses rehabilitasi; atau  

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai 
korban yang berdasarkan penetapan/putusan 
pengadilan diperintahkan untuk menjalani 
rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai 
menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari instansi negara 
yang memiliki otoritas untuk menyatakan 
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seseorang telah selesai menjalani proses 
rehabilitasi. 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana 
tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan 
konstitusionalitas norma  Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu sepanjang 
terkait dengan frasa “serta perbuatan pelanggaran kesusilaan 
lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 atau sepanjang frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan 
dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak 
dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika yang 
telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta 
telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum 
tetap”. Di mana Pemohon menganggap frasa dalam norma  a quo 
menyebabkan Penjelasan a quo ditafsirkan bahwa Pemohon yang 
telah menjalani masa pidana penjara dan membayar denda 
karena menggunakan psikotropika tetap tidak dapat memenuhi 
syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana 
disyaratkan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, sehingga 
terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. 

 
   Bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana juga telah 

diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam 
putusan-putusan terdahulu terkait mantan terpidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih telah 
berpendirian bahwa mantan terpidana yang telah selesai 
menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat telah 
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya 
sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang 
berulang-ulang. Oleh karena itu, terhadap bakal calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai 
mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau 
lebih, Mahkamah telah menegaskan dengan memberi kesempatan 
kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. Sebab, penilaian 
akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut kontestasi dalam 
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pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pilihan 
masyarakat/pemilih untuk menentukannya. 

[3.13]  Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan syarat calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 7 ayat (2)     huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-
XVI/2018 juga telah mengecualikan pemberlakuan syarat tidak 
melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkotika yang karena 
alasan kesehatan; atau mantan pemakai narkotika yang karena 
kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani 
proses rehabilitasi; atau mantan pemakai narkotika yang terbukti 
sebagai korban dan yang telah dinyatakan selesai menjalani 
proses rehabilitasi. Oleh karena itu, yang bersangkutan jika 
memenuhi syarat-syarat lainnya dapat mencalonkan diri sebagai 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa dikategorikan 
telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud 
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Dengan 
demikian, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah 
bagaimana dengan mantan terpidana lain yang tidak tergolong ke 
dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 
sebagaimana yang telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019 dan mantan terpidana yang 
telah selesai menjalani masa pidana karena melakukan perbuatan 
tercela sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 seperti judi, mabuk, zina, dan pengedar 
narkotika, termasuk perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. 
Apakah pelaku-pelaku tindak pidana ataupun perbuatan lain yang 
di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i 
UU 10/2016 yang telah dijatuhi pidana karena perbuatannya 
tersebut oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana 
dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

 Bahwa terhadap hal tersebut menurut Mahkamah syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan 
SKCK sesungguhnya hanyalah bersifat administratif untuk 
membuktikan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela. Namun, dalam hal ini apabila 
dikaitkan dengan semangat yang ada di dalam norma Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, SKCK tersebut 
bukanlah merupakan satu-satunya parameter bahwa seseorang 
yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah adalah subjek hukum yang mempunyai rekam jejak 
yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat 
sebagai seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Sebab, bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan 
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sebagaimana yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 
7 ayat (2)     huruf i UU 10/2016 disebabkan karena adanya 
kelalaian atau kealpaan, di samping sifat dari perbuatannya yang 
sekalipun adalah tindak pidana akan tetapi bisa jadi adalah 
tergolong ringan/sedang dibandingkan dengan pelaku tindak 
pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016. Oleh karena itu, hal demikian menurut Mahkamah 
akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan 
keadilan hak konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana 
yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi 
kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku 
perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya 
termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan selesai menjalani 
masa pidana menjadi tertutup kesempatannya untuk mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun 
syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan. Dengan 
demikian, untuk memenuhi adanya kepastian hukum dan rasa 
keadilan, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain memberi 
kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela yang telah 
dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa 
pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, 
sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang 
dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, namun apapun model ataupun format SKCK 
dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk 
dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan 
tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh putusan 
pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta 
sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dengan kata lain, bagi 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah 
melakukan perbuatan yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan 
serta telah selesai menjalani masa pidana, maka harus 
dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat SKCK yang masih 
dikaitkan dengan perbuatannya tersebut. 
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[3.14]  Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di 
atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk 
mendapatkan calon pemimpin daerah yang berintegritas, maka 
meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang 
diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 diberi 
kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan 
kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak 
boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, 
sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu 
untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap 
terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i 
UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan 
tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah 
selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh 
Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 
tersebut. 

[3.15]  Menimbang bahwa dengan adanya penegasan dari Mahkamah di 
atas maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang 
berwenang mengeluarkan SKCK, untuk segera memformulasikan 
bentuk/format SKCK sebagaimana yang dikehendaki dalam norma 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan menyesuaikan 
semangat yang ada dalam putusan a quo.  

[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dapat menerima 
dalil Pemohon sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan ketidakadilan, serta Petitum Pemohon yang meminta 
untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Namun, 
dalam merumuskan syarat konstitusionalnya Mahkamah memiliki 
kesimpulan sendiri, sebagaimana tertuang dalam amar putusan di 
bawah ini. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan 
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 



22 

[3.17]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di 
atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus 
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.   

 
4. KETUA: ASWANTO 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan        di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan     a quo; 
[4.3] Pokok permohonan  beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076). 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah 
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, 
serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai 
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”; 



23 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, 
Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, 
bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, 
tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua 
ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.21 WIB, oleh delapan 
Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas kecuali Anwar Usman, dan 
dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 
oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya. 
PUTUSAN 

NOMOR 31/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh: H. Hasanuddin, S. Hut. 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2022 
memberi kuasa kepada Ilhamsyah, S.H., advokat pada kantor 
hukum ILHAMSYAH & CO, yang beralamat di The Square Office, 
Gedung Graha Pena Lt. 5, bertindak untuk dan atas nama Pemberi 
Kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
  Mendengar keterangan Pemohon; 
  Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 
 

2. DUDUK PERKARA 
 

Selanjutnya dianggap dibacakan. 
 
5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

KETUK PALU 1X 
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3. PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Kewenangan Mahkamah 
Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili 
Permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum Pemohon  
Dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan Permohonan a quo; 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

Pokok Permohonan 
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 112 ayat (4) UU 

23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan 
argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau 
argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk 
Perkara): 
1, 2, 3 dianggap dibacakan. 
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut Pemohon 

Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan 
dengan keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional 
bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila 
dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan pada 
kewenangan terikat Menteri dan bersifat final deklaratif dengan 
wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan 
hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi 
terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara Pemilu 
dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi”. 

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda 
bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah disahkan dalam 
persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian 
Duduk Perkara); 

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan 
Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka tidak 
ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta 
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan 
permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; 

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pokok 
permohonan Pemohon adalah mengenai frasa “diresmikan dengan 
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keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 yang 
menyebabkan Pemohon belum ditetapkan atau bahkan dapat 
terjadi Pemohon tidak ditetapkan sebagai Ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Timur melalui mekanisme pergantian antarwaktu 
pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 
2019-2024. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal a quo harus 
dinyatakan berlaku secara bersyarat dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat apabila dimaknai sebagaimana dimohonkan 
dalam petitum permohonan Pemohon. Terhadap pokok 
permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon 

penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih 
dahulu tata tertib pemberhentian dan penggantian[sic!] 
pimpinan DPRD. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 186 ayat 
(1) UU 23/2014 mengatur tata tertib DPRD provinsi dan 
DPRD kabupaten/kota yang di antaranya memuat 
ketentuan tentang pemberhentian dan penggantian 
pimpinan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan 
tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018). Pasal 36 ayat (2) 
PP 12/2018 mengatur pimpinan DPRD berhenti dari 
masa  jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya 
karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri 
sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai 
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai 
pimpinan DPRD. Lebih lanjut, dalam Pasal 36 ayat (3) 
PP 12/2018 diatur pimpinan DPRD diberhentikan 
sebagai pimpinan DPRD dalam hal: a. terbukti 
melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik 
berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau b. 
partai politik yang bersangkutan mengusulkan 
pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 
pemberhentian sebagai pimpinan DPRD selain melalui 
mekanisme penilaian etik oleh badan kehormatan, 
dapat juga melalui mekanisme internal partai politik 
dari pimpinan DPRD yang diberhentikan. Dengan kata 
lain, partai politik juga memiliki hak untuk 
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memberhentikan anggota yang ditugaskan atau 
ditunjuk sebagai pimpinan DPRD.  

 Namun demikian, adakalanya keputusan pemberhentian 
dan penggantian sebagai pimpinan DPRD, yang bersangkutan 
berkeberatan atau menolak untuk diberhentikan atau digantikan. 
Terhadap hal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (UU 2/2011) mengkategorikan hal tersebut 
sebagai perselisihan partai politik. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 
2/2011 menjelaskan yang dimaksud dengan perselisihan partai 
politik meliputi antara lain keberatan terhadap keputusan partai 
politik. Menurut Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2011 
perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal 
melalui mahkamah partai politik dalam jangka waktu paling 
lambat 60 (enam puluh) hari. Dalam hal penyelesaian perselisihan 
tidak tercapai maka proses berikutnya dilakukan melalu 
pengadilan negeri yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam 
puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan 
pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri hanya dapat 
diajukan kasasi yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di 
kepaniteraan Mahkamah Agung [vide Pasal 33 UU 2/2011]. 
Dengan demikian, dalam hal terjadi proses hukum berkenaan 
dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka 
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses 
politik melalui rapat paripurna DPRD.  

 Dalam kaitannya dengan pemberhentian dan penggantian 
pimpinan DPRD, hal demikian harus dilakukan dengan alasan-
alasan yang logis dan berbasis evaluasi kinerja bukan berdasarkan 
like and dislike karena meskipun pimpinan DPRD berdasarkan 
penugasan atau penunjukan dari partai politik namun pada 
hakikatnya penugasan atau penunjukan tersebut mengandung 
makna bahwa yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan 
DPRD untuk kepentingan publik, sehingga tidak lagi sepenuhnya 
milik partai politik. Artinya, meskipun pemberhentian dan 
penggantian pimpinan DPRD merupakan hak partai politik, akan 
tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena agar tidak 
memengaruhi fungsi dan tugas DPRD secara kelembagaan.    
[3.10.2] Bahwa secara formil pemberhentian pimpinan DPRD 

dilakukan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan 
melalui keputusan DPRD [vide Pasal 37 ayat (2) dan 
ayat (3) PP 12/2018]. Terhadap keputusan tersebut, 
pimpinan DPRD provinsi menyampaikan kepada Menteri 
melalui gubernur untuk pemberhentian pimpinan DPRD 
provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota 
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menyampaikan kepada Gubernur melalui 
bupati/walikota untuk pemberhentian pimpinan DPRD 
kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Demikian juga 
penyampaian dari gubernur kepada menteri dan 
bupati/walikota kepada gubernur paling lambat 7 
(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan 
DPRD provinsi atau keputusan DPRD kabupaten/kota 
[vide Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP 
12/2018]. Mengenai penggantian pimpinan DPRD juga 
ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya 
pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian 
pengangkatan calon pengganti kepada menteri melalui 
gubernur bagi penggantian pimpinan DPRD provinsi 
dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi 
penggantian pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide 
Pasal 39 ayat (2) sampai dengan ayat (4) PP 12/2018].  

 Sementara itu, persoalan penggantian pimpinan 
DPRD menurut Pemohon terhambat dengan berlakunya 
Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 dikarenakan adanya 
frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” 
menimbulkan ketidakpastian hukum seolah-olah 
Mendagri masih dapat mempertimbangkan kembali 
keputusan pemberhentian dan penggantian pimpinan 
DPRD.  

[3.10.3] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan 
Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan 
dirumuskannya frasa “diresmikan dengan keputusan 
Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 
merupakan frasa yang lazim dipergunakan untuk 
keabsahan setiap keputusan dan/atau tindakan yang 
harus ditetapkan atau diresmikan oleh badan atau 
pejabat pemerintah yang berwenang [vide Pasal 8 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan]. Dalam konteks perkara a 
quo, Mendagri memiliki wewenang untuk meresmikan 
pimpinan DPRD provinsi berdasarkan keputusan rapat 
paripurna DPRD provinsi. Penggunaan frasa demikian 
juga tercantum dalam berbagai ketentuan, seperti 
keangotaan DPRD provinsi yang juga diresmikan 
dengan keputusan Menteri [vide Pasal 102 ayat (2) UU 
23/2014] serta keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan 
pimpinan DPRD kabupaten/kota yang diresmikan 
dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat [vide Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) 



28 

UU 23/2014]. Dalam mekanisme ketatanegaraan, hal 
demikian juga berlaku bagi pengisian jabatan-jabatan 
lembaga negara lainnya. Misalnya pengangkatan hakim 
konstitusi, hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat juga harus diresmikan dengan 
keputusan Presiden [vide Pasal 71 huruf n Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014. 

 Lebih lanjut, pada hakikatnya dalam 
menetapkan pemberhentian maupun penggantian 
pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang 
dijadikan dasar Menteri atau Gubernur mengeluarkan 
keputusan pemberhentian atau penggantian adalah 
berdasarkan atas keputusan partai politik pimpinan 
DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam hal 
pimpinan DPRD diberhentikan baik berdasarkan 
keputusan badan kehormatan maupun keputusan partai 
politik [vide Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018], pengganti 
pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik 
yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. 
Artinya, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 12/2018 
tersebut, hak partai politik tidak hanya mengusulkan 
pemberhentian pimpinan DPRD namun juga untuk 
mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk 
diumumkan dalam rapat paripurna dan kemudian 
ditetapkan dengan keputusan DPRD [vide Pasal 39 ayat 
(1) dan ayat (2) PP 12/2018].  

 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 
atas, dalam konteks pemberhentian dan penggantian 
pimpinan DPRD maka Mendagri menindaklanjuti hasil 
paripurna pemberhentian ataupun penggantian 
pimpinan DPRD, sehingga tidak terdapat alasan untuk 
tidak menindaklanjuti proses administrasi 
pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD 
sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

[3.10.4] Bahwa dengan berlarut-larutnya proses penggantian 
pimpinan DPRD [vide bukti P-9a] tentu saja akan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kondisi 
tersebut, justru dapat menimbulkan pengingkaran 
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terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice 
denied). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
menurut Mahkamah frasa “diresmikan dengan 
keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 
23/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib 
ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di 
internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Oleh karena itu, agar proses penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tidak terganggu dan demi 
kepastian hukum maka pemaknaan demikian 
mengharuskan tindakan administratif a quo harus 
segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena Permohonan … 
oleh karena petitum Pemohon memohon Pasal 112 ayat (4) 
sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” berlaku 
secara konstitusional bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang 
didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat 
deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif 
terhadap keputusan DPRD … keputusan hak istimewa partai politik 
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi 
hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan 
DPRD provinsi”, sementara itu, Mahkamah berpendapat frasa 
“diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) 
UU 23/2014 bertentangan dengan asas kepastian hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara 
administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD 
telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”, dengan demikian, meskipun pada dasarnya baik 
petitum Pemohon maupun pendapat Mahkamah terdapat 
kesamaan dalam hal frasa dimaksud harus dimaknai agar tetap 
konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun 
demikian Mahkamah memiliki perbedaan dalam merumuskan 
syarat konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, permohonan 
Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain 
dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh 
karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan 
tidak beralasan menurut hukum. 
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6. KETUA: ASWANTO 
 

4. KONKLUSI 
 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan      a quo; 
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076). 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam 

Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti 
secara administratif sepanjang proses di internal partai 
politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 
 
 
 

 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, 
Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan 

KETUK PALU 1X 
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Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 
dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu 
dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh delapan 
Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, kecuali Anwar Usman, 
serta dihadiri oleh … dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera 
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Bismillahirrahmanirrahim.  
PUTUSAN 

Nomor 39/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh: 
Nama  : Sugeng, S.H.  
Alamat  : Ciledug Indah 1, Jalan Telaga IV, Blok B-296, RT. 
12/06, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota 
Tangerang, Provinsi Banten. 
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------  Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 

  Dan selanjutnya. 
 
7. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. 
[3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya 

berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, 
maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan 
keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. 

Tenggang Waktu Pengujian Formil 
[3.4]   Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 

permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
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1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, 
bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 
dianggap dibacakan. 

2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 15/2019) menyatakan: dianggap dibacakan. 

3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] 
angka 3 yang pada pokoknya sebagai berikut:  

“3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud 
dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari sejak[sic!] Undang-
Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang 
cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-
Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau 
Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia”; 

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada 
angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu 
pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu 
“setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia; 

5. Bahwa berdasar … bahwa berkenaan dengan pengajuan 
permohonan pengujian formil yang diajukan “sejak” undang-
undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah 
untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 
1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil 
undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, 
meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat 
setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa 
waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” 
yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan 
berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoensia. Oleh karena itu, 
Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam 
waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 

6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan 
permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 
1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon Nomor 29/PUU/PAN.MK/AP3/2 … 03/2022, 
sementara itu UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 
sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan 
yaitu 31 Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut 
permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 
pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-
undang in casu                UU 3/2022. 

[3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi 
kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sebelum 
Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan 
hukum Pemohon dan pokok permohonan baik dalam pengujian 
formil maupun pengujian materiil, Mahkamah perlu terlebih 
dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
[3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan 

Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 12 
April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel 
sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 
39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat 
kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas 
hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan pemohon … 
kedudukan hukum, posita, serta petitum permohonan.  
Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada 
Pemohon untuk dapat memperjelas permohonan, 
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karena permohonan Pemohon adalah mengenai 
pengujian undang-undang secara formil dan materiil 
dan dengan demikian seharusnya permohonan a quo 
dapat menguraikan secara jelas tentang kedudukan 
hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan 
antara kedudukan hukum dalam permohonan pengujian 
formil dengan pengujian materiil. Begitu pula pada 
bagian posita dan petitum, sehingga permohonan yang 
diminta pada petitum, baik pada pengujian formil 
maupun pengujian materiil terdapat alasan yang 
diuraikan dengan jelas pada bagian posita. Selain itu, 
Panel Hakim menasihatkan agar Pemohon 
menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan 
sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah 
Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022, tanggal 12 
April 2022].  

[3.5.2]  Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah 
pada 22 April 2022 yang kemudian disampaikan pokok-
pokok perbaikan permohonannya dalam Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa 
perbaikan permohonan pada 9 Mei 2022. 
Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan 
permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian 

undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK 
menyatakan: 

Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 
untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang 
meliputi: 
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan 

pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian 

tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi 
Mahkamah … pemohon yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan 

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan 
dengan jelas dan terperinci. 

Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) 
huruf b PMK 2/2021 menyatakan: 
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Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau 
kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat: 
a, b angka 1, angka 2, dan angka 3 dianggap 
dibacakan. 

2. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan 
pengujian formil dan materiil terhadap UU 3/2022, namun 
Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu pada bagian 
kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat membedakan 
secara khusus dan menguraikan dengan jelas persoalan 
pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya 
dugaan persoalan konstitusionalitas UU 3/2022 secara 
formil. Sedangkan dalam pengujian materiil, uraian pada 
bagian kedudukan hukum berisi argumentasi yang tidak 
relevan dengan anggapan kerugian hak konstitusional 
Pemohon. Oleh karena itu, uraian tersebut tidak dapat 
menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional baik 
dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. 
Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat 
ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum 
Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian formil 
maupun dalam pengujian materiil.  

3. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, 
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas persoalan 
proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya 
menguraikan mengenai sejumlah isu yang menurut 
Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam proses 
pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah 
tidak relevan dengan alasan permohonan pengujian formil 
terhadap UU 3/2022. 

4. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian 
materiil, Pemohon tidak menguraikan sama sekali 
mengenai norma pasal yang diajukan untuk diuji serta 
alasan inkonstitusionalitasnya pasal tersebut. Pemohon 
hanya menguraikan norma-norma pasal yang diuji tanpa 
uraian yang jelas kaitannya dengan anggapan 
inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujiannya 
dengan UUD 1945. Selain menimbulkan ketidakjelasan, 
uraian permohonan Pemohon juga menimbulkan 
pertentangan dengan petitum, di mana pasal-pasal yang 
terdapat dalam posita pengujian materiil, tidak termuat 
dalam petitum, terlebih lagi, Pemohon dalam 
permohonannya tidak membedakan secara khusus antara 
petitum formil dengan petitum materiil.  
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Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada 
bagian kedudukan hukum, posita dan petitum baik terhadap 
permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan 
demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak 
jelas (kabur). 

[3.6]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan 
masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun 
oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur), 
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
8. KETUA: ASWANTO 

4. KONKLUSI 
 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih 

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; 
[4.3]  Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon 

tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic 
P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 
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sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 10.54 WIB, oleh delapan Hakim 
sebagaimana tersebut di atas, kecuali Anwar Usman serta dibantu oleh I 
Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta 
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau 
yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. 

Baik. Selanjutnya. 
 

PUTUSAN 
Nomor 40/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh: 
 Nama  : Herifuddin Daulay 
 Alamat  : Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai Riau.
 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
  Mendengar keterangan Pemohon;  

Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 
 

2. DUDUK PERKARA 
Dan selanjutnya. 

 
9. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 Kewenangan Mahkamah 

[3.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.  
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah 

permohonan pengujian formil dan materiil undang-undang, in 
casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 
Negara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo. 

[3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya 
berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, 
maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan 
keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. 

 
Tenggang Waktu Pengujian Formil 
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[3.4]   Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 
permohonan pengujian formil, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU dan 

seterusnya, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] 
menyatakan: dianggap telah dibacakan. 

8. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 15/2019) menyatakan: dianggap telah 
dibacakan 

9. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14 dan seterusnya 2022, tanggal 20 April 2022, pada 
Paragraf [3.3] angka 3 yang menyatakan pada pokoknya 
sebagai berikut: dianggap telah dibacakan 

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan 
pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu 
pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu 
“setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia.  

11. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian 
secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang 
dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia menurut Mahkamah adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dalam mengajukan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 
1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil 
undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, 
meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat 
setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah 
beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan 
makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu 
penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh 
karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan 
pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 
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diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 
2/2021) dan kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya, tanggal 20 April 2022; 

12. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan 
permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 
4 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon Nomor 31 dan seterusnya 2022, sementara itu UU 
3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas 
waktu paling lambat pengajuan permohonan adalah 31 
Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan 
Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan pengujian formil suatu undang-undang in casu 
UU 3/2022. 

[3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo adalah 
kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian formil 
diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, 
namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan 
baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil, 
Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
[3.5.1]  Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan 

Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 13 
April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel 
sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 
39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021 
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk 
memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan 
dengan kedudukan hukum, posita, serta petitum 
permohonan.  
Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada 
Pemohon untuk dapat memperjelas permohonan, 
karena permohonan Pemohon adalah mengenai 
pengujian undang-undang secara formil dan materiil 
dan dengan demikian seharusnya permohonan a quo 
dapat menguraikan secara jelas tentang kedudukan 
hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan 
antara kedudukan hukum dalam permohonan pengujian 
formil dengan pengujian materiil. Begitu pula terhadap 
bagian alasan permohonan (posita) dan petitum, 
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sehingga permohonan yang diminta pada petitum, baik 
dalam permohonan formil maupun materiil terdapat 
alasan dengan jelas pada bagian posita. Selain itu, 
Panel Hakim menasihatkan agar Pemohon 
menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan 
sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah 
Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 40 dan seterusnya, 
tanggal 13 April 2022]. 

[3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah 
pada 26 April 2022 yang kemudian disampaikan pokok-
pokok perbaikan permohonannya dalam sidang 
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa 
perbaikan permohonan pada 10 Mei 2022. 

 Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan 
permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
5.      Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian 

undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK 
menyatakan: 
Uraian mengenai hal yang menjadi dasar 
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan 
pengujian undang-undang meliputi: 
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi 

uraian tentang hak dan/atau kewenangan 
konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan 

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 
diuraikan dengan jelas dan terperinci. 

Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat 
(2) huruf b PMK 2/2021 menyatakan: 
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 
dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 1, 2, 
3 dianggap telah dibacakan.   

6.      Pemohon pada pokoknya mengajukan 
permohonan pengujian formil dan materiil 
terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah 
menemukan fakta hukum yaitu pada bagian 
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kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat 
menguraikan dengan jelas persoalan pertautan 
potensi kerugian Pemohon dengan adanya 
dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses 
pembentukan UU 3/2022. Sementara itu, pada 
bagian kedudukan hukum pengujian materiil, 
Pemohon menguraikan dugaan pertentangan 
antara norma yang diajukan dengan norma-
norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar 
pengujian tanpa … saya ulangi, tanpa dapat 
menguraikan keterkaitannya dengan potensi 
kerugian Pemohon. Uraian pada bagian 
kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi 
yang tidak relevan dengan anggapan kerugian 
konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, uraian 
tersebut tidak dapat menjelaskan adanya 
keterkaitan norma a quo dengan potensi 
kerugian Pemohon. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian 
mengenai kedudukan hukum Pemohon, baik 
kedudukan hukum dalam pengujian formil 
maupun dalam pengujian materiil.  

7.      Pada bagian alasan permohonan (posita) 
pengujian formil, Pemohon tidak menguraikan 
dengan jelas mengenai persoalan proses 
pembentukan UU 3/2022 yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon 
hanya menguraikan … saya ulangi, Pemohon 
hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang 
menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan 
dalam pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut 
Mahkamah tidak relevan dengan alasan 
permohonan pengujian formil terhadap UU 
3/2022. 

8.      Pada bagian alasan permohonan (posita) 
pengujian materiil, Pemohon tidak menguraikan 
sama sekali mengenai norma pasal yang 
diajukan untuk diuji serta alasan 
inkonstitusionalitas pasal tersebut. Pemohon 
hanya menguraikan bahwa norma dalam UU 
3/2022 menimbulkan “banyak polemik” tanpa 
ada uraian yang jelas kaitannya dengan 
anggapan inkonstitusionalitas undang-undang 
tersebut dan letak pertentangannya dengan 
norma dalam UUD 1945. Selain menimbulkan 
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ketidakjelasan, uraian permohonan Pemohon 
juga menimbulkan pertentangan dengan 
petitum, di mana Pasal-Pasal yang dimintakan 
dalam petitum pengujian materiil, mulai dari 
petitum angka (1) sampai dengan petitum angka 
(29), saya ulangi, petitum angka (1) sampai 
petitum angka (29) tidak diuraikan alasannya 
dengan jelas pada bagian posita.  
 Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian 
kedudukan hukum, posita dan petitum, baik 
terhadap permohonan pengujian formil maupun 
pengujian materiil. Dengan demikian, secara 
keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak 
jelas (kabur), saya ulangi. Secara keseluruhan 
permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) 

[3.6]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan 
masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun 
oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur), 
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
10. KETUA: ASWANTO 

4. KONKLUSI 
 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih 

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; 
[4.3]  Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon 

tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 
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5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Manahan M.P. 
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 
sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
yaitu sebagaima tersebut di atas kecuali Anwar Usman dengan dibantu 
oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden 
atau yang mewakili. 

Selanjutnya. 
PUTUSAN 

Nomor 47/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh: 

 Nama  : Ir. Mulak Sihotang 
 Alamat : Rusunawa Marunda Blok A6/116, Kecamatan 

Cilincing, Jakarta Utara 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan seterusnya. 

 
 
 
 
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah  
dianggap dibacakan. 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo 

adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 
3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian 
formil. 

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil 
[3.3]   Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 

permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
[3.3.1] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] 
menyatakan: dianggap dibacakan. 

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: 
dianggap dibacakan. 

[3.3.3] Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 
20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 yang 
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: dianggap 
dibacakan. 

[3.3.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana 
diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.3] terdapat dua 
peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat 
puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan 
“sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

[3.3.5] Dianggap dibacakan.  
[3.3.6] Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan 

permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah 
pada 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 
44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 
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3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga 
batas waktu paling lambat pengajuan permohonan 
yaitu 31 Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut 
permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang 
waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu 
undang-undang, in casu UU 3/2022. 

[3.4]   Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan Pemohon tidak melewati 
tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, namun 
sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk 
mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 
permohonan Pemohon sebagai berikut: 
[3.4.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo 

dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 19 April 
2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai 
dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 UU 
MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 
2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon 
untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang 
berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, dan 
petitum; 

Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada 
Pemohon untuk memperjelas permohonan, karena 
permohonan Pemohon tidak menjelaskan apakah 
merupakan permohonan pengujian secara formil atau 
materiil. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan 
secara jelas kedudukan hukum terkait dengan kerugian 
konstitusional dan kaitannya dengan hak konstitusional 
yang dimiliki oleh Pemohon. Begitu pula terhadap 
uraian pada bagian alasan permohonan (posita) dan 
hal-hal yang dimohonkan (petitum), Pemohon tidak 
memberikan argumentasi secara jelas persoalan terkait 
dengan pengujian formil dan juga ketidakjelasan terkait 
dengan apa yang diminta oleh Pemohon. Terhadap hal 
tersebut, Panel Hakim telah memberikan nasihat 
kepada Pemohon agar menyesuaikan format dan 
syarat-syarat Permohonan sesuai dengan Pasal 31 ayat 
(1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf 
c, serta huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022, tanggal 19 April 
2022]; 
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[3.4.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonannya sebagaimana telah diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022 dan 
Kepaniteraan Mahkamah telah memanggil Pemohon 
untuk hadir dalam sidang pemeriksaan perbaikan 
permohonan pada 11 Mei 2022. Namun, Pemohon 
melalui nomor whatsapp Juru Panggil Mahkamah 
menyampaikan tidak dapat menghadiri persidangan 
dikarenakan sakit. Keterangan sakit tersebut dilengkapi 
dengan keterangan tertulis tangan tertanggal 17 Mei 
2022 dan Surat Keterangan Dokter Nomor 
1/UKP/RWJ/V/2022 dikeluarkan oleh Puskesmas 
Kecamatan Pancoran tertanggal 11 Mei 2022, yang 
diterima kepaniteraan Mahkamah pada 17 Mei 2022. 
Namun demikian, Pemohon tidak meminta penundaan 
persidangan, sehingga Mahkamah memeriksa perbaikan 
permohonan tertulis yang telah disampaikan oleh 
Pemohon pada 9 Mei 2022 dan mengesahkan alat bukti 
yang diajukan oleh Pemohon; 

[3.4.3] Bahwa setelah mempelajari secara saksama lebih lanjut 
perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: angka 1 dianggap 
dibacakan. 
1.    Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian 

formil terhadap UU 3/2022, namun pada bagian 
kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan 
dengan jelas hak konstitusional Pemohon yang 
dirugikan akibat pembentukan UU 3/2022. 
Pemohon hanya menyebutkan pasal dalam UUD 
1945 yang dianggap merugikan hak 
konstitusionalnya. Uraian pada bagian kedudukan 
hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak 
relevan dengan anggapan kerugian konstitusional 
Pemohon, sehingga uraian tersebut tidak dapat 
menjelaskan adanya keterkaitan norma a quo 
dengan aktual atau potensial kerugian Pemohon.  

2.    Pada bagian alasan permohonan (posita), 
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan 
terperinci mengenai di mana letak persoalan 
konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022 
yang dianggap tidak memenuhi persyaratan formil 
pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya 
menguraikan mengenai hal-hal yang menurut 
Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam 
proses pembentukan UU 3/2022. Hal itu menurut 
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Mahkamah, tidak relevan untuk dijadikan 
argumentasi dalam mempersoalkan proses 
pembentukan UU 3/2022. 

3.    Pada bagian Petitum angka 2 Pemohon 
memohonkan pengujian formil UU 3/2022 yang 
bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam 
Petitum angka 3 permohonannya Pemohon justru 
memohon agar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), 
Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022 dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 tanpa 
menguraikan sama sekali anggapan kerugian 
konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 
1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat 
(4) UU 3/2022. Pada bagian posita, Pemohon juga 
tidak menguraikan alasan pertentangan norma 
pasal-pasal a quo dengan UUD 1945.  

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada 
bagian kedudukan hukum, posita, dan petitum. Dengan demikian, 
secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur). 

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo 
dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang 
waktu, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas 
(kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
12. KETUA: ASWANTO 

4. KONKLUSI 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih 

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; 
[4.3]  Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon 

tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
 

 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Wahiduddin Adams Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi 
Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan 
belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
sebagaimana tersebut di atas kecuali Anwar Usman dengan dibantu oleh 
Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang 
mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. 

PUTUSAN 
NOMOR 48/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh:  
Damai Hari Lubis, S.H., M.H. 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2022 
memberi kuasa kepada Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., 
dkk. kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim 
Advokasi Aliansi Anak Bangsa, beralamat di Wisma Buncit Raya 
Unit D Jalan Warung Buncit Raya Nomor 502, Kalibata, Pancoran, 
Jakarta, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri 
untuk dan atas nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan seterusnya.  

 

KETUK PALU 1X 
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13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 

permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, 
bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 
dianggap telah dibacakan.  

14. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 15/2019) menyatakan: dianggap telah 
dibacakan. 

15. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf 
[3.3] angka 3 yang menyatakan pada pokoknya dianggap 
telah dibacakan.  

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana diuraikan 
pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan 
waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian 
formil, yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

17. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan 
pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-
undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah 
untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap 
UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan 
“setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” 
dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
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namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu 
kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” 
yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan 
berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoensia. Oleh karena itu, 
Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam 
waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 
April 2022; 

18. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan 
permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah 
pada 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 
45/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 3/2022 
diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu 
paling lambat pengajuan permohonan yaitu 31 Maret 2022. 
Berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan Pemohon 
diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan pengujian formil suatu undang-undang, in 
casu UU 3/2022. 

[3.4] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi 
kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sebelum 
Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan 
hukum Pemohon dan pokok permohonan dalam pengujian formil, 
Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
[3.4.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan 

Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 19 
April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel 
sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 
39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat 
kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas 
hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan 
pokok permohonan. 
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Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada 
Pemohon untuk dapat memperjelas permohonannya 
dengan menyesuaikan format dan syarat-syarat 
permohonan pengujian formil yang sesuai dengan UU 
MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Persidangan Nomor 
47-48-49/PUU-XX/2022, tanggal 19 April 2022, hlm. 37 
s.d. 39]. 

[3.4.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah 
pada 9 Mei 2022 yang kemudian disampaikan pokok-
pokok perbaikan permohonannya dalam sidang 
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa 
perbaikan permohonan pada 11 April[sic!] 2022. 

Bahwa setelah mempelajari secara saksama 
perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Dianggap dibacakan.  
Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 

ayat (2) huruf b PMK 2/2021 juga menyatakan: 
dianggap telah dibacakan.  

2. Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak 
dapat menguraikan dengan jelas persoalan 
pertautan potensi kerugian Pemohon dengan 
adanya dugaan persoalan konstitusionalitas 
dalam proses pembentukan UU 3/2022. Uraian 
pada bagian kedudukan hukum hanya 
menjelaskan mengenai kerugian Pemohon 
sebagai advokat yang memiliki hak untuk 
melakukan kontrol/monitoring atas setiap 
kebijakan publik yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah. Dengan berpindahnya ibu kota 
negara yang letak geografisnya sangat jauh dari 
kehidupan masyarakat perkotaan yang modern 
sangat dimungkinkan sulitnya mengakses 
informasi. Oleh karenanya segala kebijakan yang 
akan diambil dalam mengelola pemerintahan 
nantinya tidak bersifat terbuka. Kerugian 
demikian menurut Mahkamah tidaklah relevan 
dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses 
pembentukan sebuah undang-undang dalam 
menjelaskan kedudukan hukumnya. Oleh karena 
uraian tersebut tidak menjelaskan adanya 
keterkaitan mengenai kerugian pembentukan 
undang-undang a quo dengan anggapan 
kerugian Pemohon, baik secara aktual maupun 



52 

potensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah 
terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai 
kedudukan hukum Pemohon.  

3. Pada bagian alasan permohonan (posita), 
Pemohon tidak menguraikan mengenai di mana 
letak persoalan konstitusionalitas proses 
pembentukan UU 3/2022 yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon 
hanya menguraikan mengenai sejumlah 
argumentasi yang bersifat umum, yaitu hanya 
menyebutkan hal-hal yang bersifat pokok tanpa 
menguraikan secara rinci alasan 
pertentangannya dengan UUD 1945. Antara lain, 
misalnya, argumentasi berkenaan dengan 
pembahasan rancangan UU 3/2022 yang terlalu 
cepat karena hanya butuh waktu 42 hari, 
Pemohon di dalam positanya tidak menguraikan 
lebih lanjut mengenai pada pembahasan tingkat 
mana yang dianggap cepat dan bagaimana 
proses yang sudah dilakukan dalam tahapan 
pembahasan UU 3/2022, sehingga 
menyimpulkan pembahasan rancangan undang-
undang a quo cepat. Kemudian berkenaan 
dengan argumentasi adanya 13 perintah 
pendelegasian kewenangan pengaturan dalam 
peraturan pelaksana UU 3/2022 yang seharusnya 
menjadi materi muatan undang-undang, 
Pemohon di dalam positanya juga tidak 
menyebutkan pasal-pasal mana saja dalam UU 
3/2022 yang merupakan perintah pendelegasian 
yang seharusnya dimuat dalam undang-undang. 
Selain itu, berkenaan dengan argumentasi 
minimnya partisipasi masyarakat, Pemohon juga 
tidak menguraikan lebih lanjut mengenai uraian 
pihak-pihak yang telah didengar pendapatnya 
sehingga menyimpulkan bahwa pembentukan 
rancangan undang-undang a quo minim 
partisipatif, sehingga menurut Mahkamah, posita 
yang demikian menjadi tidak relevan bagi 
Mahkamah untuk menilainya. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian 
kedudukan hukum dan pokok permohonan. 
Dengan demikian, secara keseluruhan 
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permohonan Pemohon adalah tidak jelas 
(kabur). 

[3.5]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena 
permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur), maka 
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
14. KETUA: ASWANTO 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan         di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 

pengajuan permohonan pengujian formil; 
[4.3]  Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.4]  Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon 

tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076). 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua 
belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
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Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
sebagaimana tersebut di atas, kecuali Anwar Usman, dengan dibantu oleh 
Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, 
dan Presiden atau yang mewakili. 

Baik, selanjutnya.x 
PUTUSAN 

Nomor 53/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh Anah Mardianah. 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2022 
memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dkk., Advokat 
dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Sihaloho & Co. 
Law Firm yang berkedudukan hukum di Gedung Menara Hijau 5, 
Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak 
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon; 

[1.2]  Membaca permohonan Pemohon; 
 Mendengar keterangan Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  

 
2. DUDUK PERKARA 

 
 Dan seterusnya. 

 
15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

Kewenangan Mahkamah 
[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan, Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 

permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, 

bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 
dianggap telah dibacakan. 
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2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 15/2019) menyatakan sebagai berikut: 
dianggap telah dibacakan. 

3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] 
angka 3 sampai dengan angka 5 yang menyatakan pada 
pokoknya, dianggap telah dibacakan.  

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada 
angka 3, terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu 
pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu 
“setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia;  

5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian 
secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang 
dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan 
kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 
1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan 
sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula 
ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian 
berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan 
konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang 
tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian 
pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang 
terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” 
undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, 
tanggal 20 April 2022; 

6. Bahwa Pemohon menerangkan telah mengajukan 
permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah 
Konstitusi pada 31 Maret 2022. Namun, setelah Mahkamah 
mencermati telah ternyata permohonan Pemohon diajukan ke 
Mahkamah Konstitusi pada 1 April 2022 sebagaimana Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
48/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 
2022 dengan Nomor 53/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 
3/2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, 
maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada 
hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 3/2022 diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6766; 

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh 
karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian 
formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati 
tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 
diundangkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon 
adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam 
pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan 
melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal 
lainnya tidak dipertimbangkan. 

 
16. KETUA: ASWANTO 

 
4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan          di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 

pengajuan; 
[4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-

hal lainnya tidak dipertimbangkan. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
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Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto,  Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua 
belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, 
Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, 
Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, 
dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera 
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya, Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022 
PUTUSAN 

NOMOR 54/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh:  

1. Muhammad Busyro Muqoddas, Selanjutnya disebut -----
--------------------------------------------------------- Pemohon I 

2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selanjutnya disebut --
------------------------------------------------------- Pemohon II 

3. Yati Dahlia Selanjutnya disebut ------------- Pemohon III 
4. Dwi Putri Cahyawati Selanjutnya disebut --Pemohon IV 
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5. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 
Selanjutnya disebut ------------------------------- Pemohon V 

6. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
Selanjutnya disebut ------------------------------ Pemohon VI 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2022 
memberi kuasa kepada Ahmad Fauzi, S.H., dan kawan-kawan. 
Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam “TIM 
ADVOKASI UU IKN”, berkedudukan di Kantor Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta 
Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk 
dan atas nama Pemberi Kuasa;  

  Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- para 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
  Mendengar keterangan para Pemohon; 
  Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 
  Dan seterusnya  

 
17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
  

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1] (…) Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik 
dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. 

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah 
pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2022 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 

 
Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 

permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, 

bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: dan 
seterusnya dianggap dibacakan. 

20. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 15/2019) menyatakan: dianggap dibacakan. 

21. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] 
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angka 3 sampai dengan angka 5 yang menyatakan pada 
pokoknya sebagai berikut: (angka 3, 4, 5 dianggap dibacakan) 

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada 
angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu 
pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu 
“setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia; 

23. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian 
secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang 
dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan 
kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 
1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan 
sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula 
ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian 
berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan 
konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang 
tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian 
pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang 
terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” 
undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, 
tanggal 20 April 2022; 

24. Bahwa dalam Perkara a quo, para Pemohon mengajukan 
permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah 
Konstitusi pada 1 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2022 
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 54/PUU-
XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 



60 

tanggal 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan 
demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 
46 (empat puluh enam) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6766; 

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh 
karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan 
pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan 
telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari 
sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, 
permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat 
formil pengajuan permohonan pengujian formil di Mahkamah 
Konstitusi. 

[3.4]   Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil para 
Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan 
permohonan maka kedudukan hukum dan pokok permohonan 
pengujian formil para Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

 
18. KETUA: ASWANTO 
 

4. KONKLUSI 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan 

melewati tenggang waktu pengajuan permohonan formil; 
[4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para 

Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 
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5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto,  Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, 
Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua 
belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
sebagaimana tersebut di atas, kecuali Anwar Usman, dengan dibantu oleh 
Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 
para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya, Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022. 
PUTUSAN 

NOMOR 41/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:   
1. Nama: Sindi Enjelita Sitorus 

Alamat: Jalan Sosial Perum Griya Hangtuah Blok B-32, RT 
001/ RW 013, Mentangor, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. 
Sebagai Pemohon I. 

2. Nama: Hesti Br. Ginting 
Alamat: Dusun I Namo Mirik, Namo Mirik, Kutalimbaru, Deli 
Serdang, Sumatera Utara 
Sebagai Pemohon II. 
Selanjutnya disebut sebagai -------- para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, dan seterusnya. 
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19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
[3.1] [3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo; 
[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan 

kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, 
Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal 
penting berkenaan dengan surat kuasa dan permohonan para 
Pemohon sebagai berikut: 
[3.3.1]  Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan 

para Pemohon bertanggal 7 Maret 2022 yang 
diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Maret 
2022 dan diregistrasi pada tanggal 22 Maret 2022. 
Terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah 
melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 14 
April 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan 
Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib 
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk 
melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan; 

[3.3.2] Bahwa berdasarkan Sub-paragraf [3.3.1] di atas, 
dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim telah 
menasihati para Pemohon untuk memperbaiki surat 
kuasa dan permohonannya. Surat kuasa bertanggal 
1 Maret 2022 harus diperbaiki karena pada 
pokoknya hanya menyatakan, penerima kuasa diberi 
kewenangan untuk membuat permohonan 
pengujian, memanggil ahli dan membuat 
kesimpulan [vide bukti P-1 dan risalah sidang 
Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, tanggal 14 April 
2022, hlm. 15]. Selain itu, petitum permohonan juga 
merupakan petitum yang bersifat kumulatif dan 
saling bertentangan; 

[3.3.3] Bahwa para Pemohon berdasarkan Tanda Terima 
Nomor 35-2/PUU/PAN.MK/AP3 telah menyerahkan 
perbaikan permohonan bertanggal 27 April 2022 
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 
27 April 2022. Selain perbaikan permohonan, para 
Pemohon juga telah menyerahkan perbaikan surat 
kuasa bertanggal 26 April 2022 yang isinya ternyata 



63 

masih sama dengan surat kuasa bertanggal 1 Maret 
2022 namun hanya ditandatangani oleh penerima 
kuasa, sedangkan pemberi kuasa tidak 
menandatangani surat kuasa tersebut. Kemudian, 
Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Mei 2022 
telah meminta klarifikasi kepada para Pemohon 
berkenaan dengan perbaikan surat kuasa yang 
hanya ditandatangani oleh penerima kuasa. Para 
Pemohon menyampaikan bahwa surat kuasa yang 
digunakan adalah surat kuasa yang telah diperbaiki 
yaitu, surat kuasa bertanggal 26 April 2022 [vide 
risalah sidang Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, 
tanggal 11 Mei 2022, hlm. 3]. Adapun berkenaan 
dengan petitum para Pemohon yang pada 
permohonan awal bersifat kumulatif dan saling 
bertentangan, para Pemohon tetap tidak 
memperbaikinya di dalam perbaikan permohonan 
sebagaimana nasihat yang telah diberikan Panel 
Hakim. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi 
kembali kepada para Pemohon, namun para 
Pemohon menyampaikan bahwa benar petitumnya 
sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan 
permohonan [vide risalah sidang Perkara Nomor 
41/PUU-XX/2022, tanggal 11 Mei 2022, hlm. 8]; 

[3.3.4]  Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, 
Mahkamah berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat 
(2) PMK 2/2021, surat kuasa khusus dibubuhi 
meterai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa 
dan penerima kuasa. Oleh karena surat kuasa yang 
diajukan para Pemohon tidak ditandatangani oleh 
pemberi kuasa, sehingga surat kuasa tersebut tidak 
memenuhi syarat formil surat kuasa maka surat 
kuasa tersebut cacat formil dan dengan sendirinya 
surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Terlebih 
secara substansial surat kuasa tersebut tidak 
memberikan kewenangan kepada penerima kuasa 
untuk menghadiri persidangan dan hal-hal prinsip 
yang terkait dengan hukum acara. Namun demikian, 
dikarenakan Pemohon prinsipal tetap hadir pada 
persidangan tanggal 14 April 2022 dan 11 Mei 2022, 
sehingga selanjutnya Mahkamah tetap memeriksa 
permohonan para Pemohon prinsipal; 

[3.3.5] Bahwa Mahkamah melihat adanya kerancuan pada 
bagian petitum yang bersifat kumulatif dan saling 
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bertentangan, karena pada petitum angka 2 para 
Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan 
Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan dengan UUD 
1945, sedangkan pada petitum angka 3 memohon 
agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 
sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat 
(conditionally constitutional), yaitu konstitusional 
sepanjang frasa “Kekerasan psikis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan 
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang” diubah menjadi “Kekerasan 
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan 
memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis: 
umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap 
dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi, 
atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan 
pelaku”. Menurut Mahkamah, Petitum demikian 
justru menyulitkan bagi Mahkamah untuk 
memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh 
para Pemohon. Sebab, pada satu sisi para Pemohon 
memohon agar Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat, namun pada sisi lain meminta 
Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap 
Pasal 7 UU 23/2004 secara bersyarat (conditionally 
constitutional). Oleh karena itu, berdasarkan fakta 
hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin 
mengabulkan dua petitum yang saling 
bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum 
permohonannya memohon secara alternatif; 

 Terlebih lagi, berkenaan dengan permohonan a quo, para 
Pemohon juga tidak melampirkan bukti salinan undang-undang 
yang dimohonkan pengujian dan salinan UUD 1945, padahal 
berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (5) PMK 2/2021 
bahwa alat bukti yang diajukan terdiri atas sekurang-kurangnya: 
a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian 
atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan 
dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan 
undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 1945; 
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Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka permohonan a 
quo tidak jelas (kabur).  

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para 
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak 
jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU 
MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, oleh karena itu 
Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan 
pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. 

 
20. KETUA: ASWANTO 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 
[4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak 

dipertimbangkan lebih lanjut. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. 
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin 
Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua 
belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
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dua, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
sebagaimana tersebut di atas, kecuali Anwar Usman dengan dibantu oleh 
Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili.  

Selanjutnya, Putusan Nomor 42/PUU-XX/2022. 
PUTUSAN 

Nomor 42/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh:  
1. Almizan Ulfa 

Alamat Bojong Gede Indah B/12, Bojong Gede, Bogor, Jawa 
Barat. Sebagai ------------------------------------------Pemohon I; 

2. Santi Lisana 
Alamat Jalan Tangkuban Perahu Nomor 405A Depok, Jawa 
Barat. 

3. DB. Ali Syarief 
Alamat Jalan Dr. Setiabudi Nomor 369A, Sukasari, Bandung, 
Jawa Barat 
sebagai-----------------------------------------------Pemohon III; 

4. Petir Amri Wirabumi 
Alamat Taman Cipulir Estate B 6/5, Larangan, Tangerang, 
Banten 
sebagai-------------------------------------------------Pemohon IV; 
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------para 
Pemohon; 
 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
Mendengar keterangan para Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 
Duduk Perkara dan seterusnya. 
 

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
[3.1] Dianggap dibacakan; 
[3.2]   Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah 

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-
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undang, in casu Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan 
seterusnya dianggap dibacakan), maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan  a quo; 

 
Kedudukan Hukum Pemohon 
[3.3]   Dianggap dibacakan; 
[3.4]  Dianggap dibacakan; 
[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat 

(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan 
Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon 
sebagai berikut:  
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian 

oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma 
Pasal 222 dan Pasal 223 UU 7/2017 yang menyatakan sebagai 
berikut: 
Bunyi norma Pasal masing-masing Pasal 222 UU 7/2017 dan 
Pasal 223 UU 7/2017 dianggap dibacakan. 

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional 
sebagaimana diatur oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 
1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), 
Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F UUD 1945; 

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia dan pembayar pajak, hal ini 
dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) 
dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) [vide bukti P-1 sampai 
dengan bukti P-4] yang memiliki hak memilih dan dicalonkan 
sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden [vide bukti P-5]; 

4. Bahwa menurut para Pemohon, pertimbangan hukum 
Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 74/PUU-XVIII/2020 hingga Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 yang tidak dapat menerima 
kedudukan hukum Pemohon perseorangan warga negara 
Indonesia yang memiliki hak memilih perlu disempurnakan 
dengan menghadirkan juga pertimbangan sosiologi hukum 
untuk mempertimbangkan sebanyak mungkin kondisi-kondisi 
yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien; 

5. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma undang-undang 
yang dimohonkan pengujiannya, para Pemohon menjelaskan 
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alasan adanya anggapan kerugian konstitusional yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
Huruf a, b, c, d dianggap dibacakan.  

6. Bahwa menurut para Pemohon, Permohonan para Pemohon 
tidak nebis in idem dan seterusnya juga dianggap dibacakan; 

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU 
7/2017 sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan 
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima 
persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota 
DPR sebelumnya”, Pasal 223 UU 7/2017 sepanjang frasa 
“sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” 
dan frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik 
dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik”, serta 
Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 

[3.6]  Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 
Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, 
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon 

sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 
memiliki hak memilih dalam pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, 
bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan 
kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan 
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya telah 
mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 

 Kutipan Putusan dianggap dibacakan. 
[3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan anggapan 

adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon 
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 
memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu atas 
berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-
XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 dan Putusan-
Putusan Mahkamah berikutnya telah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Kutipan Putusan dimaksud dianggap dibacakan. 

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian 
hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya 
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norma Pasal 222 UU 7/2017 yang disebabkan oleh 
ketidakpahaman dan ketidakmengertian para Pemohon 
akibat kurangnya sosialisasi tentang hasil Pemilu 
anggota DPR 2014 akan digunakan untuk memenuhi 
persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil 
presiden 2019, menurut Mahkamah hal demikian 
bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas 
norma namun lebih merupakan permasalahan 
implementasi atas norma a quo yang sebagaimana 
diakui sendiri oleh para Pemohon, seringkali 
dipengaruhi oleh suasana kebatinan serta dinamika 
sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. 
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan  
pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 

[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang 
dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan pada 
Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny 
Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. 
Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon 
perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau 
menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) 
adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan. Sedangkan, dalam pokok permohonan, 
norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan 
terkait dengan batasan persentase yang ditentukan 
dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum 
terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) 
sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara 
itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi 
Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan 
sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan 
memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat 
norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional 
sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan 
seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para 
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Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-
putusan sebelumnya; 

 
[3.7]  Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 223 UU 

7/2017, sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan 
hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam 
pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017 dan pokok permohonan, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
[3.7.1]  Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan 

Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada Kamis, 
14 April 2022 dan dalam persidangan tersebut Majelis 
Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya yang diatur 
dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK telah memberikan 
nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang di antaranya berkaitan 
dengan bagian perihal Permohonan, Posita, dan Petitum 
Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan 
hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat 
belas) hari untuk memperbaiki permohonan a quo (vide 
risalah Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 tanggal 
14 April 2022). Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel 
tersebut, para Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah 
pada 28 April 2022 yang kemudian pada 9 Mei 2022 
dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda 
memeriksa perbaikan permohonan; 

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama 
perbaikan permohonan para Pemohon, telah ternyata 
para Pemohon dalam bagian perihal Permohonan 
menyebutkan pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 UU 
7/2017, kemudian pada uraian kedudukan hukum para 
Pemohon menguraikan kerugian konstitusional para 
Pemohon atas berlakunya Pasal 222, Pasal 223 ayat (1) 
dan ayat (3) UU 7/2017, selanjutnya pada bagian 
alasan pengajuan permohonan (Posita), para Pemohon 
menyebutkan pokok permasalahan yang dilakukan 
pengujiannya adalah terhadap Pasal 222 dan Pasal 223 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017 [vide 
Perbaikan Permohonan para Pemohon angka 40 
halaman 26], namun uraian keseluruhan terkait dengan 
pengujian Pasal 223 a quo hanya berisikan uraian 
terkait dengan alasan pengujian terhadap Pasal 223 
ayat (1) dan ayat (3) UU 7/2017 saja; 
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[3.7.3] Bahwa selain ketidakkonsistenan sebagaimana 
dijelaskan di atas, pada bagian Petitum Permohonan 
angka 3, para Pemohon meminta agar Mahkamah 
menyatakan Pasal 223 sepanjang frasa “sesuai 
mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” 
dan frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai 
Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon tidak 
menyebutkan secara rinci pada bagian mana (ayat 
berapa) dari Pasal 223 a quo yang dimintakan 
pembatalannya, hal demikian menjadikan apa yang 
dimintakan oleh para Pemohon menjadi tidak jelas 
dikarenakan ketentuan Pasal 223 a quo terdiri dari 4 
(empat) ayat; 

[3.7.4] Bahwa para Pemohon juga dalam Petitum angka 4 
meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan 
Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 sepanjang frasa 
“cukup jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam 
permohonan tersebut, para Pemohon tidak 
menguraikan alasan-alasan permohonan untuk 
membatalkan ketentuan Penjelasan Pasal 223 a quo. 
Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, 
menurut Mahkamah, fungsi dari Penjelasan adalah 
sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-
undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, 
sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menerangkan 
bahwa Penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam 
undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas 
norma dalam batang tubuh dan tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma 
yang dimaksudnya. Dituliskannya frasa “Cukup jelas” 
dalam Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 karena 
pembentuk undang-undang menganggap rumusan 
Pasal 223 a quo sudah cukup jelas atau tidak 
memerlukan penjelasan lagi baik terhadap kata, frasa, 
kalimat, atau padanan kata maupun istilah yang 
terdapat dalam ketentuan Pasal 223 a quo. Oleh karena 
itu, permohonan para Pemohon yang meminta 
pembatalan terhadap Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 
yang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan 
dinyatakan telah cukup jelas tanpa disertai dengan 



72 

argumentasi mengapa frasa tersebut dimintakan 
bertentangan dengan UUD 1945, hal demikian menurut 
Mahkamah adalah permohonan yang tidak jelas atau 
kabur, terlebih lagi terhadap permohonan para 
Pemohon tersebut Majelis Hakim Panel telah 
memberikan nasihat namun para Pemohon tetap pada 
pendiriannya; 

[3.7.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para 
Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 
223 UU 7/2017 adalah kabur atau tidak jelas. Oleh 
karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan 
kedudukan hukum para Pemohon dan pokok 
permohonan; 

 
22. KETUA: ASWANTO 

 
5. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 

mengajukan permohonan a quo sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017; 

[4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 kabur atau tidak jelas; 

[4.4] Kedudukan Hukum para Pemohon sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 dan pokok permohonan 
para Pemohon tidak dipertimbangkan. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

KETUK PALU 1X 
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo,  Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi 
Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, 
bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 12.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 
sebagaimana tersebut di atas kecuali Anwar Usman, dengan dibantu oleh 
Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon 
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 

PUTUSAN 
Nomor 50/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

 Nama: Djunata Prambudi 
 Pekerjaan: Wiraswasta 
 Alamat: Lebak Indah Utara 2-4, RT.01 RW.11, Kelurahan Gading, 

Kecamatan Tambak Sari, Surabaya 
Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Maret 2022 
memberikan kuasa kepada Leonardo Siahaan dan Fransiscus 
Arian Sinaga, S.H., yang beralamat di Perumahan Taman 
Alamanda Blok B7 Nomor 24, Tambun Utara, Bekasi, bertindak 
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
  Mendengar keterangan Pemohon;  
  Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 
  Duduk perkara dan seterusnya. 

 
23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH  
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
Dianggap dibacakan. 
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[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah 
memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal 
penting berkenaan dengan permohonan Pemohon, sebagai 
berikut: 
[3.3.1]  Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan 

Pemohon bertanggal 8 Maret 2022 yang diterima di 
Kepaniteraan pada 25 Maret 2022 dan diregistrasi pada 
5 April 2022. Terhadap permohonan a quo, Mahkamah 
telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan 
pada 26 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib 
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk 
melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan; 

[3.3.2]  Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 
26 April 2022 tersebut dihadiri oleh para penerima 
kuasa yaitu Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian 
Sinaga, S.H. tanpa dihadiri oleh pemberi kuasa. Dalam 
persidangan a quo, Majelis Hakim telah menasihati 
para penerima kuasa untuk memperbaiki surat kuasa 
dan permohonannya. Sebab, dalam surat kuasa 
bertanggal 8 Maret 2022 tersebut pemberi kuasa hanya 
memberikan kuasa kepada penerima kuasa secara 
terbatas, yaitu hanya memberikan kewenangan untuk 
membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan 
membuat kesimpulan. Sedangkan, pada bagian pokok 
permohonan Majelis Hakim telah menasihati untuk 
dilakukan perbaikan, khususnya pada bagian petitum 
agar dibuat sesuai dengan posita yaitu terbatas pada 
frasa yang dianggap merugikan hak konstitusional 
Pemohon sehingga tidak terjadi pertentangan antara 
posita dengan petitum. [vide bukti P-1 dan risalah 
sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, tanggal 26 
April 2022]; 

[3.3.3]  Bahwa Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan 
bertanggal             8 Maret 2022 yang diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2022 
berdasarkan Tanda Terima Nomor 42-
2/PUU/PAN.MK/AP3, namun tidak menyerahkan 
perbaikan surat kuasa. Selanjutnya, pada Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan 
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Permohonan, tanggal 17 Mei 2022, yang juga hanya 
dihadiri oleh para penerima kuasa tanpa dihadiri 
pemberi kuasa, Mahkamah telah meminta klarifikasi 
kepada para penerima kuasa berkenaan dengan 
perbaikan surat kuasa dimaksud. Dalam persidangan 
tersebut para penerima kuasa menjelaskan, bahwa 
permohonan sudah diperbaiki termasuk surat kuasanya 
sebagaimana nasihat Majelis Hakim pada Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 April 2022, 
namun untuk perbaikan surat kuasanya belum 
diserahkan kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, 
Mahkamah meminta kepada para penerima kuasa 
untuk membacakan dan menunjukkan perbaikan surat 
kuasa dimaksud dalam persidangan melalui daring. 
Selanjutnya, setelah para penerima kuasa 
menunjukkan perbaikan surat kuasa yang 
dimaksudkan, setelah dicermati ternyata surat kuasa 
khusus yang dimaksudkan belum dibubuhi meterai dan 
belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu 
pemberi kuasa maupun penerima kuasa [vide risalah 
sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, tanggal 17 Mei 
2022]. 

[3.3.4]  Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-
paragraf [3.3.3] di atas, Mahkamah berpendapat, 
kehadiran para penerima kuasa pada persidangan di 
Mahkamah tidak didasarkan pada surat kuasa yang 
memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan, khususnya yang ditentukan dalam Pasal 7 
ayat (2) PMK 2/2021. Sebab, surat kuasa yang 
ditunjukkan dalam persidangan melalui daring pun 
belum dibubuhi meterai dan tanda tangan para pihak, 
yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagai 
syarat sahnya secara formil surat kuasa. Demikian 
halnya apabila Mahkamah merujuk pada surat kuasa 
awal yang belum diperbaiki, yaitu surat kuasa 
bertanggal 8 Maret 2022, sebagaimana fakta hukum 
yang ada, telah ternyata surat kuasa awal tersebut 
pemberi kuasa hanya memberikan kuasa secara 
terbatas kepada para penerima kuasa yaitu hanya 
memberikan kewenangan untuk membuat permohonan 
pengujian, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan 
tanpa memberikan kewenangan lainnya, khususnya 
untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan 
permohonan Pemohon.  Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, para penerima kuasa tidak mempunyai 
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kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi 
kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 
50/PUU-XX/2022 a quo.  

[3.3.5]  Bahwa andaipun para penerima kuasa mempunyai 
kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi 
kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 
50/PUU-XX/2022 tersebut, quod non, setelah 
Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon 
ternyata petitum yang disampaikan dalam perbaikan 
permohonan terdapat kerancuan yaitu bersifat 
kumulatif yang saling bertentangan, karena pada 
petitum angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah 
menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 
bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada 
petitum angka 3 Pemohon memohon agar Mahkamah 
memaknai frasa “Permohonan ditolak jika Merek 
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 
secara bersyarat (conditionally constitutional) menjadi 
“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan 
yang utuh dan tidak memandang merek tersebut 
secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek 
tersebut secara kata demi kata”. Terhadap petitum 
tersebut, menurut Mahkamah, pada satu sisi Pemohon 
memohon agar Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi lain 
memohon kepada Mahkamah untuk memberikan 
pemaknaan terhadap Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 
secara bersyarat (conditionally constitutional). Oleh 
karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, 
Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum 
yang saling bertentangan dimaksud, kecuali Pemohon 
dalam petitum permohonannya memohon secara 
alternatif.  

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan Pemohon, namun oleh karena para penerima kuasa 
tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan 
pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-
XX/2022 a quo dan seandainyapun surat kuasa memenuhi syarat 
formil, quod non, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas 
(kabur), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan 
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kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal 
lain lebih lanjut.  

 
24. KETUA: ASWANTO 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 
Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili 

pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-
XX/2022; 

[4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.4] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal 

lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief 
Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin 
Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 
delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu 
dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.40 WIB, oleh delapan 
Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny 
Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. 
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, dengan 
dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
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Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan 
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16 ). 

 
 

Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden 
atau yang mewakili.  

Pengucapan Ketetapan dan Putusan hari ini sudah selesai. Untuk 
Salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui e-mail kepada Para 
Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 
hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dan untuk Perkara Nomor 42/PUU-
XX/2022 saya mohon maaf untuk Pemohon Nomor IV, saya tadi menyebut 
Peter ternyata yang benar adalah Petir Amri Wirabumi. Dengan 
permohonan maaf ini dianggap sudah dilakukan pembetulan.  

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Jakarta, 31 Mei 2022 
Panitera, 
 
ttd. 

      
Muhidin 
 

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.42 WIB 
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